
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim 
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3969); 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Kedua atas 
Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 21 Tahun 2015 
tentang Sistim Pengembalian Jasa Pelayanan Kesehatan 
pada Rumah Sakit di Kabupaten Muaro Jambi; 

Menimbang: a. bahwa dengan adanya perubahan kepesertaan PT. 
Asurasnsi Kesehatan, Jaminan Kesehatan Masyarakat dan 
Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah menjadi Jaminan 
Kesehatan Nasional yang dikelola Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial, sehingga Peraturan Bupati Muaro Jambi 
Nomor 21 Tahun 2015 tentang Sistem Pengembalian Jasa 
Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Kabupaten 
Muaro Jambi, perlu diubah karena sudah tidak sesuai 
dengan dinamika peraturan perundang-undangan; 

BUPATI MUARO JAMBI, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI 
NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG SISTIM PENGEMBALIAN JASA 

PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT 
DI KABUPATEN MUARO JAMBI 

TENTANG 

NOMOR 3 TAHUN 2021 

PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI 

BUPATI MUARO JAMBI 
PROVINS! JAMBI 



10. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi J aminan 
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81); 

9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang 
perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 
tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 255); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang 
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5376); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5589); 

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 166, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5063); 



18. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 33 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi 
(Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016 Nomor 
33); 

17. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Sistem 
Pengembalian Jasa Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit 
di Kabupaten Muaro Jambi (Berita Daerah Kabupaten 
Muaro Jambi Tahun 2015 Nomor 21), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 
2015 tentang Sistem Pengembalian Jasa Pelayanan 
Kesehatan pada Rumah Sakit di Kabupaten Muaro Jambi 
(Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2019 Nomor 
68); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 06 Tahun 
2015 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 
Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2015 Nomor 06); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 02 Tahun 
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2007 
Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muaro 
Jambi Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan 
Keputusan Bupati Muaro Jam bi Nomor 06 Tahun 2014 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Muaro Jambi Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro 
Jambi Tahun 2014 Nomor 06); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ten tang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 157); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2014 
tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan 
Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan dukungan 
Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 
Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 589); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2013 
tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan 
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 1400); 

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
903/MENKES/PER/V /2011 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Jaminan Kesehatan Masyarakat; 





(c) Dana jasa pelayanan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang 
bersumber dari klaim Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial 
Cabang .Jambi didistribusikan sebagai insentif karyawan sebesar 
100% ( seratus persen). 

(b) Dana jasa Pelayanan yang bersumber dari Klaim Jaminan Kesehatan 
Nasional yang dikelola Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial 
Cabang Jam.bi didistribusikan sebagai berikut : 
1) Insentif karyawan sebesar 50o/o (lima puluh persen); dan 
2) Kembali ke Kas Daerah sebesar 50°10 (lima puluh persen). 

(3) Dana jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan 
sebagai berikut: 
(a) Dana Jasa Pelayanan Umum di distribusikan sebagai insentif 

karyawan sebesar 100°10 (seratus persen}, yang diperuntukan sebagai 
berikut: 
1. lnsentif karyawan sebesar 50°/o (lima puluh persen); dan 
2. Kembali ke Kas Daerah sebesar 50% (lima puluh persen). 

(2) Besarnya dana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) pada penerimaan 
yang bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan yang dilaksanakan 
di Rumah Sakit adalah sebesar tarif jasa pelayanan pada retribusi yang 
telah disetorkan ke Kas Daerah. 

(1) Dana jasa pelayanan di Rumah Sakit bersumber dari hasil retribusi 
pelayanan kesehatan, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Cabang 
Jam.bi. 

Pasal 3 

Ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf a dihapus sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai 
berikut: 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang 
Sistim Pengembalian Jasa Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit di 
Kabupaten Muaro Jambi (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2015 
Nomor 21), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 68 
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 
tentang Sistem Pengembalian Jasa Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit di 
Kabupaten Muaro .Jambi (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jam bi Tahun 2019 
Nomor 68), diubah sebagai berikut: 

Pasal I 

PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MUARO 
JAMBI NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG SISTIM 
PENGEMBALIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA 
RUMAH SAKIT DI KABUPATEN MUARO JAMBI. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 



:tiN6 

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARO JAMB! TAHUN 2021 NOMOR ... 

Diundangkan di Sengeti 
pada tanggal 5 fe-brvo.r'i 2021 

Pj. SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMB!, 

I MUARO JAMB!, 

Di tetapkan di Sengeti 
pada tanggal ts febrvo.r-i 2021 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muaro 
Jam bi. 

Pasal II 

(d) Dana Jasa Jaminan Persalinan (Jampersal) didistribusikan sebagai 
insentif karyawan sebesar: 
1. Insentif karyawan sebesar 50°/o{lima puluh persen); dan 
2. Kembali ke Kas Daerah sebesar SOo/o (lima puluh persen). 


